SELESAIKAN PERSOALAN SAMPAH, AHMADI ZUBIR DORONG
PEMBANGUNAN TPA REGIONAL BERSKALA BESAR DI SUNGAI PENUH
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METROJAMBI.COM - Hingga saat ini, sampah masih menjadi persoalan serius
di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Dalam rangka mencari solusi persoalan sampah di Kota Sungai Penuh, Wali
Kota Ahmadi Zubir bertandang ke tempat pembuangan akhir (TPA) regional Berbasis
Lingkungan dan Edukasi (BLE) di Banyumas.

Ahmadi Zubir melakukan upaya strategis, membahas persoalan TPA berskala besar,
dengan meninjau langsung mekanisme TPA regional di Banyumas.

Koordinasi dan konsultasi ini difasilitasi langsung oleh Pemerintah Provinsi Jambi, yang
dalam hal ini turut mendampingi Jajaran Dinas PUPR, DLH Provinsi Jambi, Ketua
DPRD Kota Sungai Penuh, dan SKPD terkait.

Rapat koordinasi ini dibuka langsung, oleh Bupati Banyumas Achmad Husein di rumah
dinasnya.

Achnad  Husein  menjelaskan, TPA berbasis BLE  konsepnya  memproses
residu sampah yang berasal dari TPS 3R, TPST atau PDU yang ada di Banyumas.

"Sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah yang komperhensif,"
katanya.

Sementara itu, Wali Kota Sungai Penuh Achmadi Zubir menyampaikan pihaknya sangat
mengapresiasi sistem dan mekanisme kerja TPA regional BLE ini, yang begitu efektif
memproses kembali berbagai macam sampah.

Dalam rangka mendukung kegiatan pelaksanaan program pembangunan sistem dan
pengelolaan persampahan regional Provinsi Jambi, rencana akan dibangun tempat
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pembuangan sampah akhir dengan sistem kerja seperti TPA berbasis lingkungan dan
edukasi (BLE).

Achmadi Zubir menyebutkan, TPA berbasis BLE di Banyumas menjadi contoh
pembangunan TPA regional berskala besar secara nasional, dimana mampu
memproses sampah hingga 700 ton/hari.

"Semoga dengan konsultasi ini mampu mendorong spirit sinergi antara pemerintah pusat,
provinsi, dan daerah untuk membangun TPA sekala besar yang terpadu di Kota Sungai
Penuh dan Kabupaten Kerinci," kata Ahcmadi Zubir.

Sumber berita:

1. https://www.metrojambi.com/peristiwa/131774849/selesaikan-persoalan-sampah-
ahmadi-zubir-dorong-pembangunan-tpa-regional-berskala-besar-di-sungai-penuh,
“Selesaikan Persoalan Sampah, Ahmadi Zubir Dorong Pembangunan TPA Regional
Berskala Besar di Sungai Penuh”, 15 Juli 2023;

2. https://jambiprima.com/read/2023/07/14/17113/dorong-pembangunan-tpa-regional-
skala-besar-di-sungai-penuh-wako-ahmadi-tinjau-tpa-di-banyumas/, “Dorong
Pembangunan TPA Regional Skala Besar di Sungai Penuh, Wako Ahmadi Tinjau
TPA di Banyumas”, 14 Juli 2023;

3. https://www.portaljambi.co.id/2023/07/wako-ahmadi-mendorong-pembangunan-
tpa.html, Wako Ahmadi Mendorong Pembangunan TPA Regional Berskala Besar di
Sungai Penuh, 13 uli 2023.

Catatan:

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa
yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat
dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu
sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.
Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir
sampah berpotensi melepas gas metan (CHa4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah
kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah
dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan
penanganan dengan biaya yang besar.!

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya
ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru

! Penjelasan Umum Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
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memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat
dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku
industry. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari
hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke
hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian
dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma
baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran
ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.?

1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat. 3 Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.* Sedangkan
Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang
menghasilkan timbunan sampah.®

2) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.®

3) Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang
mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos,
pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan
pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk
yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah
digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media
lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut
dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan
sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang,
sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. ’

4) Jenis-jenis sampah yang dikelola berdasarkan UU Pengelolaan Sampah terdiri atas:®
a. Sampah rumah tangga yakni sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam

rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;

2 Ibid

3 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 Angka 1

4 Ibid, Pasal 1 Angka 3

> Ibid, Pasal 1 Angka 4

6 Ibid, Pasal 1 Angka 5

7 Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
& UU Nomor 18 Tahun 2008, Op.Cit. Pasal 2 ayat (1)
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5)

6)

7)

8)

. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum,
dan/atau fasilitas lainnya; dan

Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan
beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun,
sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang
secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak
periodik.

Tugas-tugas pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.

Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan sampabh;

Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan
sampah;

Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan,
penanganan dan pemanfaatan sampabh;

Melaksanakan pengelolaan sampah, dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan sampah;

Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;

. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik local yang berkembang pada

masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.®

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan
kerja sama antar pemerintah daerah. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam bentuk
kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.*°

Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tentang Pengelolaan Sampah dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota
pada satu provinsi atau antarprovinsi.!

Lingkup kerja sama bidang pengeloaan sampah mencakup:

a.
b.
C.

Penyediaan/pembangunan TPA,;
Sarana dan prasarana TPA;
Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA,;

% Ibid, Pasal 6

10 /pjd, Pasal 26 ayat (1) dan (2)
11 peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman dan

Pengelolaan Sampah, Pasl 27 ayat (1)
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9)

d. Pengelolaan TPA, dan/atau

e. Pengeloaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan?2

Selain dalam bentuk kerja sama antar daerah, Pemerintah daerah kabupaten/kota
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha
pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam bentuk
perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang
bersangkutan.

10) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada antara lain:

a. Penarikan retribusi pelayanan persampahan;

b. Penyediaan/pembanguanan TPS atau TPST, TPA serta saran dan prasarana
pendukungnya;

c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA,

d. Pengelolaan TPA; dan/atau

e. Pengelolaan produk lainnya*

11) Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang

diselenggarakan olen Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Peran masyarakat

dilakukan melalui:

a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah;

b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau

c. Pemberian saran dan pendapat dalam menyelesaikan sengketa persampahan.®®

12) Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan

dengan cara:

a. Sosialisasi;

b. Mobilisasi;

c. Kegiatan gorong royong;dan/atau
d. Pemberian insentif °

13) Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan,

pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilaksanakan dengan cara:
a. Mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
b. Pemberian insentif '

2 pjd, Pasal 27 ayat (2)

13 UU Nomor 18 Tahun 2008, Op.Cit., Pasal 27

14 permendagri Nomor 33 Tahun 2010, Op.Cit., Pasal 28 ayat (2)
15 UU Nomor 18 Tahun 2008, Op.Cit., Pasal 28

16 permendagri Nomor 33 Tahun 2010, Op.Cit., Pasal 35 ayat (1)
17 Ibjd, Pasal 35 ayat (2)
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14) Peningkatan peran masyarakat dalam pemberian saran, usul, pengaduan,
pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di
wilayahnya dilaksanakan dengan cara:

a. Penyediaan media komunikasi;
b. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
c. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.'8

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan
disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

18 Ibjd, Pasal 35 ayat (3)
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